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MOTTO

"Seandainya semua pohon-pohon di bumi dijadikan pena dan lautan menjadi
tintanya, sesudah kering ditambah lagi dengan tujuh lautan, semua akan
kering, namun tak akan habis-habisnya kalam Allah dituliskan. Sesungguhnya
Allah Maha Kuasa Lagi Maha Bijaksana”. (QS. Lugman : 27) ”

*) Yunus, Mahmud, 1993, Zafsir Qur ‘an Karim Bahasa Indonesia, Jakarta, PT. Hidakarya Agung
Jakarta
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PERSEMBAHAN

Akhir sebuah waktu yang memerlukan pengorbanan pikiran namun bukan
akhir dari perjuangan hidupku, jalan masih terbentang luas dihadapanku
diantara cita-cita yang ingin kuraih. Dengan rasa syukur kupersembahkan
karyaku ini untuk :

* Bapak (Alm) dan Ibuku tersayang atas segala\'do'a dan kasihnya

sepanjang masa.

* Kakak-kakaklu Samsuri, Mashuri dan Mbak Iik atas kasih
sayangmu.
Gaguk Sahara Fikri yang selalu mengisi dan menghiasi setiap sisi
relung hatiku.
* Keponakanku Si Gundul “Reyhan plus Hanief” yang lucu-lucu.
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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT vang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya schingga penulis dapat menyelesaikan
Laporan Praktek Kerja Nyata ini yang berjudul “PROYEKSI PENGARUH
BIAYA JABATAN DAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK BAGI
PEGAWAI TETAP TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PASURUAN TAHUN
1999/2000™.

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam
menyelesaikan studi pada program Diploma II1 Perpajakan Fakultas llmu Sosial
Dan Ilmu Politik Umiversitas Jember.

Banyak pithak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan
laporan Praktek Kerja Nyata ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun
mengucapkan terima kasth yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dra. Sulistyaningsih, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan
bimbingan serta pengarahan kepada penyusun dalam menyelesaikan laporan
ini.

2. Bapak Prof. Drs. H. Bariman, selaku Dekan FISIP UNEJ

3. Bapak Drs. Sasongko, MSi, selaku Ketua Program Studi Diploma III
Perpajakan.
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6. Kepala KPP Pasuruan beserta segenap stat dan karyawan.

7. M. Nadzir, SE, atas informasi dan bimbingannya selama kegiatan magang dan
penyusunan laporan.

8. Kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penulisan laporan
ini.

9. Almamater yang kubanggakan.
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Disadann bahwa “ Tiada Gading Yang Tak Retak ", begitu pula
halnya dengan penyusunan laporan ini, masih jauh dari kesempumaan.
Oleh karena itu saran dan krnitik yang membangun guna kesempurnaan
penyusunan laporan ini sangat diharapkan. Akhir kata, semoga laporan ini

dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin

Jember, Mei 2000
Penulis
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[. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangunan bangsa Indonesia harus berjalan terus. Dalam kaitannya
dengan hal ini, peranan Direktorat Jenderal Pajak menjadi bertambah
penting.Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa tugas utama
Direktorat Jenderal Pajak adalah memasukkan penerimaan negara yang
sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja negara
(Berdasarkan Keputusan Menteri Kevangan No, 94/KMK.01/1994 tanggal 29
Maret 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak).
Dalam penyediaan dana pembangunan untuk memenuhi kebutuhan
pembiayaan belanja negara tersebut berasal dari sektor migas dan sektor non
migas.

Mengingat penerimaan negara dari sektor migas kurang bisa
diandalkan lagi sebagai sumber utama penerimaan negara. Terlebih dalam
masa krisis ekonomi yang dipicu antara lain oleh terdepresiasinya nilai tukar
rupiah sejak pertengahan 1997, upaya meraih pembiayaan pembangunan
mendapat banyak kesulitan terutama penerimaan sektor migas. Terlihat dalam
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 1999/2000 membaiknya nilai
tukar rupiah (Rp 7.500,- ) tapi harga jual minyak turun ( US $10,5 ) menekan
peranan migas dalam penerimaan negara menjadi 14,99 %, Sebaliknya
peranan pajak naik dari 48,8 % ( Tahun 1998/1999 ) menjadi 66,8 % ( Tahun
1889/2000 ). Maka dari itu, pajak merupakan penerimaan negara sektor non
migas yang bisa diandalkan sebagai sumber utama penerimaan negara
( Berita Pajak Nomor : 1397/XXXIl/15 Juni 1999 ).

Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan merupakan salah satu bagian dari
Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas
yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak di bidang penerimaan negara yang
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berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai(PPN) dan Pajak
Tidak langsung lainnya (PTLL).

Sehubungan dengan perkembangan perekonomian dan moneter serta
perkembangan harga kebutuhan maka Direktorat Jenderal Pajak
mengeluarkan kebijaksanaan untuk menanggapi dan mengantisipasi situasi
krisis yang telah terjadi di Indonesia pada saat ini. Kebijakan Direktorat
Jenderal Pajak tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor :
SE-45/P].43/1998 tanggal 30 Desember 1998 tentang Pengantar Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-281/PJ/1998, yang memuat beberapa
Keputusan Menteri Keuangan dengan mengubah ketentuan dahulu sebagai
berikut : ‘

1). Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 361/KMK.04/1998 tanggal 27 Juli
1998 tentang Faltor Penyesuaian Besarmya Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP). Faktor penyesuaian besarnya PTKP tersebut ditetapkan

sebesar 1% (satu dua pertiga) kali dari PTKP yang lama, adalah sebagal

berikut :

Semula Menjadi
a. WP sendirt Rp. 1.728.000,- Rp. 2.880.000.-
b. Tambahan WP Kawin Rp. 864.000,- Rp. 1.440.000,-
c. Tambahan isteri bekerja Rp. 1.728.000,- Rp. 2.880.000,-
d. Keluarga sedarah dan semenda dalam Rp. 864.000,- Rp. 1.440.000,-

gans keturunan lurus, maks 3 orang

2). Keputusan Menteri Keuangan No. 462/KMK.04/1998 tanggal 21 Oktober
1998 tentang pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat final atas
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, dan kegiatan
tertentu.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember 3

Semula Menjadi
a. Uangtebusan s.d. Rp. 5.184.000,- s.d.Rp. 8.640.000,-
pensiun
b. Uang pesangon s.d. Rp. 5.184.000,- s.d. Rp. 17.280.000,-

3). Keputusan Menteri Keuangan No. 521/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember
1998 tentang besarnya biaya jabatan dan biaya pensiun yang dapat

dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan.

Semula Menjadi
a. DBiaya Jabatan 5% x ph bruto 5% x ph bruto
maks. Rp. 648.000,-/th maks. Rp. 1.296.000,-/th
atau Rp. 54.000, -/bulan atau Rp. 108.000,-/bulan
b. Biaya Pensiun 5% x ph bruto 5% x ph bruto
maks. Rp. 216.000,+/th maks. Rp. 432.000,-/th
atau Rp. 18.000 -/bulan atau Rp. 36.000 -/bulan

4). Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 520/KMK.04/1998 tanggal 18
Desember 1998 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan dengan
Pekerjaan Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang
Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

Jenis Pengurang Semula . Menjadi

a. Upah Haran yang tidak s.d.Rpl4.400,-/hari  s.d. Rp.24.000,- /hari
dipotong PPh Pasal 21

b. Batas penghasilan bruto Tidak melebihi Tidak melebihi
untuk  dapat diberikan Rp.144.000,.- /bulan Rp.240.000,- /bulan
PTKP harian

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, yang sesuai dengan
permasalahan untuk pegawai tetap adalah biaya jabatan dan Penghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP). Dengan adanya penyesuaian besarnya biaya jabatan
dan PTKP maka akan mengakibatkan jumlah subyek pajak PPh pasal 21
berkurang karena jika biaya jabatan dan PTKP naik berpengaruh pada
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Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan PPh yang terﬁténg sehingga pada
akhirnya akan berpengaruh pada penerimaan PPh pasal 21.

Jika penerimaan negara yang dibebankan kepada KPP
menurun, maka akhirnya akan menurunkan penerimaan secara
keseluruhan dan akan mengakibatkan agak berkurangnya
kelancaran dan kesinambungan pembangunan negara karena
sedikitnya penerimaan dari sektor pajak. Berdasarkan uraian
tersebut diatas, maka laporan ini mengambil judul: PROYEKSI
PENGARUH BIAYA JABATAN DAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
BAGI PEGAWAI TETAP TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN

(PPh) PASAL 21 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PASURUAN TAHUN
1999/2000.

1.2 Tujuan dan Kegunaan
1.2.1 Tujuan

Suatu aktivitas pasti memiliki tujuan. Oleh karena itu, tujuan
penelitian merupakan suatu hal yang penting untuk menentukan
arah penelitian, seperti yang diungkapkan Sutrisno Hadi sebagai
berikut :

“Suatu research dalam  ilmu empiris pada umumnya

bertujuan untuk mengembangkan, menemukan, menguji

kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti mencari
dan memperluas lebih jauh atau lebih luas apa yang sudah
ada, sedangkan mengkaji kebenaran dilakukan jika apa yang

masih / menjadikan dilakukan kebenarannya”. (1984:33)
Tujuan penulisan laporan ini adalah :

Ingin mendeskripsikan proyeksi pengaruh biaya jabatan dan
Penghasilan Tidak Kena Pajak Bagi Pegawai Tetap terhadap
penerimaan PPh pasal 21 pada Seksi Pemotongan dan Pemungutan
PPh di Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan Tahun 1999/2000.
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1.2.2 Kegunaan

1)

2).

3).

Kegunaan penulisan laporan. ini adalah
Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Pro‘gram Studi Diploma
Il Perpajakan Fakultas lmu Sosial dan llmu Politik Universitas Jember.
Bagi penulis, penulisan laporan ini diharapkan mampu menambah
wawasan dan pengetahuan serta menerapkan antara teori yang diperoleh

dibangku kuliah sekaligus membandingkan antara teori yang diperoleh

~ dengan kegiatan magang yang dilakukan di KPP Pasuruan mengenai

perpajakan khususnya Pajak Penghasilan pasal 21.
Bagl Instansi, hasil penulisan laporan ini diharapkan dapat dijadikan
masukan dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penggasilan

pasal 21 pada Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh di KPP Pasuruan.
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»

Il. KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Normatif
Dalam penyusunan laporan ini dasar hukum yang digunakan yaitu :

2.1.1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

2.1.2. Undang—Undéng Nomor 7 Tahun 1893 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak
Penghasilan (PPh).

2.1.3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-281/PJ/1998 tentang
Petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan
pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan

pekerjaan, jasa, can kegiatan orang pribadi.

2.2 Landasan Teori
2.2.1 Ruang Lingkup Biaya Jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak

(PTKP) Pegawai Tetap

Dalam hal ruang lingkup biaya jabatan dan PTKP Pegawai Tetap
meliputi pengertian, cara menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan
menentukan PPh yang terutang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor: KEP-281/P]/1998.

Biaya Jabatan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari
penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawal tetap tanpa
memandang mempunyai jabatan atau tidak.

Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah faktor pengurang atas
penghasilan netto yang didasarkan jumlah tangqungan keluarga pegawai
menurut kondisi awal tahun pajak.

Berikut ini penjelasan tentang Keputusan Direktur Jenderal Pajak
tersebut :
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Pasal 1:

Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan atas
penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran
lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau
kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri
sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1994.(huruf a)

Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi
kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara
berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas
yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan
secara langsung. (huruf e)

Pasal 8 :

Ayat 1:

Untuk menentukan besarnya penghasilan atas pegawal tetap, maka

penghasilan bruto dikurangi dengan:

a. blaya jabatan vyaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan yang besarnya 5% (lima persen) dari
penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, setinggi-
tingginya Rp. 1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu
rupiah) setahun atau Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah)
sebulan.

b. luran yang terikat pada gaji kepada dan pensiun yang pendiriannya
telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Tabungan Hari Tua
atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara Taspen
dan Jamsostek kecuali iuran THT-Taspen dan THT-asabri. yang dibayar
pegawai.

Ayat 3

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak ‘(PKP) dar seorang

pegawai, penghasilan nettonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena

Pajak (PTKP) yang besarnya adalah sebagai berikut:
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Setahun Sebulan
a.  Untuk diri pegawai Rp. 2.880.000.-  Rp. 240.000,-
b. Tambahan untuk pegawai yang kawin Rp. 1.440.000,- Rp. 120.000,-

c. Tambahan untuk setiap anggota keluarga Rp.1.440.000,- Rp. 120.000,-
sedarah dan semenda dalam garis keturunan
lurus, serta anak angkat yang menjadi
tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3
(tiga) orang

Pengertian status dalam menentukan besarnya PTKP:

* Status Keterangan RS
Sebulan Setahun

TK/O Bujang/duda/janda tanpa 240.000 2.880.000
tanggungan keluarga :

TK/1 Bujang/duda/janda  dengan 1 orang 360.000 4.320.000
tanggungan keluarga

TK/2 Bujang/duda/janda dengan 2 orang 480.000 5.760.000
tanggungan keluarga

TK/3 Bujang/dudajjanda dengan 3 orang 600.000 7.200.000
tanggungan keluarga ,

K/0 Status kawin tanpa tanggungan keluarga 360.000 4.320.000

K/1 Status kawin dengan | orang tanggungan 480.000 5.760.000
keluarga

K2 Status kawin dengan 2 orang tanggungan 600.000 7.200.000
keluarga

K/3 Status kawin dengan 2 orang tanggungan 720.000 8.640.000
keluarga

K- Status  kawin, istri bekerja, (anpa 600.000 7.200.000
tanggungan keluarga

K/1/1 Status kawin, istr1 bekerja, dengan 1 orang 720.000 8.640.000
tanggungan keluarga

K2 Status kawin, istri bekerja, dengan 2 orang 840.000 10.080.000
tanggungan keluarga

K/1/3 Status kawin, istri bekerja, dengan 3 orang 960.000 11.520.000

tanggungan keluarga
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Selanjuinya Keputusan Direkiur Jendéral - Pajak  tersebut

menerangkan pula :

Ayat 4 :

Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk
dirinya sendliri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk
dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi
tanggungan sepenuhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
Ayat5:
‘Bagi karyawati yaﬂg menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah
daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak
menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP
sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
setahun atau Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan dan
ditambah PTKP untuk keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c.

Ayat 6

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim.
Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam
bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada
awal bulan dari bagian tahu takwim yang bersangkutan.

Ayat 8

Pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku
terhadap penghasilan Wajib Pajak luar negeri. Penghasilan yang dikenakan
pemotongan PPh pasal 26 bagi Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan
bruto. '

Pasal 10 :

Ayat 1 (a):

Tarif pegawai tetap berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1883 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, diterapkan atas

Penghasilan Kena Pajak, yaitu:
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Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif pajak

Sampai dengan Rp. 25.000.000,- 10 %

Diatas Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- 15 %

Diatas Rp. 50.000.000,- 30 %
Ayat 2 (a) :

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah penghasilan

bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun termasuk iuran

'Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua, dan PTKP kecuali iuran THT-
Taspen dan iuran THT-Asabri.

2.2.2 Penghitungan PFh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur

1).

Pegawai Tetap
Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap,
terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan yang diperoleh
dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan,
luran pensiun, iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua yang

dibayar oleh pegawai kemudian disetahunkan.

2).a). Untuk memperoleh penghasilan netto setahun, penghasilan netto

dikalikan 12;

b). Dalam hal seorang pegawai tetap kewajiban pajak subyektifnya

sebagal Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi
mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto yang
disetahunkan tersebut dihitung dengan mengalikan penghasilan neto
sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan

mulai bekerja sampai bekerja sampai dengan bulan Desember.

¢). Penghasila netto yang disetahunkan pada huruf a) atau b) diatas,

selanjutnya dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh Penghasilan

Kena Pajak. Atas dasar Penghasilan Kena pajak tersebut kemudian
dihitung PPh pasal 21 setahun. '


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember 11

d). Untuk memperoleh jumlah PPh pasal 21 sebulan, ]umlah PPh pasal 21
setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a)
dibagi dengan 12.

e). Untuk memperoleh jumlah PPh pasal 21 sebulan atas penghasilan
sebagaimana dimaksud pada huruf b), jumlah PPh pasal 21 setahun
dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan
bekerja.
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[II. TAHAP PENCUMPULAN DAN ANALISIS DATA

3.1 Tahap Persiapan

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada saat penulis melakukan Kegiatan
Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan. Adapun tahap
persiapan yang dilakukan sebelum Praktek Kerja Nyata berupa pembekalan
materi yang disampaikan oleh Dosen Program Studi Diploma III Perpajakan
selama dua tahap. Tahap pertama, mahasiswa yang hendak melakukan program
magang menentukan tempat yang akan dijadikan pelaksanaan program magang
tersebut dan tahap kedua pada tanggal 15 Januari 2000 berupa pemberian
petunjuk mengenai perlengkapan yang perlu dibawa peserta magang.
Secara rinci tahap-tahap tersebut dapat dilihat sebagai berikut
3.1.1 Menentukan tempat dan waktu penelitian

Tempat penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan. Penelitian
dilaksanakan pada saat kegiatan magang berlangsung selama satu bulan
dimulai tanggal 26 Januari sampai dengan tanggal 26 Februari 2000.
3.1.2 Menentukan permasalahan yang akan dijadikan laporan akhir

Selama kegiatan magang berlangsung, antara 26 Januari sampai 6
Februari 2000 penulis melakukan wawancara di Seksi Pengolahan Data dan
Informasi dan Seksi Pajak Penghasilan Badan yang dapat dijadikan masalah
dalam penulisan laporan akhir, dan pada tanggal 3 Februari - 5 Februari 2000
pada Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mengajukan judul
mengenai Pengaruh Biaya jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Pegawai
Tetap) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Kantor
Pelayanan Pajak Pasuruan.
3.1.3 Persiapan wawancara

Persiapan yang diperlukan penulis yaitu membuat daftar pertanyaan
yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan yang ditujukan pada
Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh.

12
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3.1.4 Persiapan Penyusunan Data \

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dipadukan dengan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya,
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, dan literatur sehingga data tersebut
merupakan data yang dapat dipertanggungjawalbkan.

3.2 Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan teknik /
metode sebagai berikut :
3.2.1 Metode Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan
tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait yaitu Seksi Pemotongan
dan Pemungutan PPh mengenai penyesuaian besarnya biaya jabatan dan PTKP
apakah mempunyai pengaruh atau tidak terhadap penerimaan PPh pasal 21.
3.2.2 Metode Penelitian Lapangan (Field Research)

Adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan
penelitian secara langsung yang berkaitan dengan permasalahan yang ada
khususnya pada Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh.

3.2.3 Metode Kepustakaan (Library Research)

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari
literatur, Undang-Undang Perpajakan serta petunjuk pelaksanaannya yang
mendukung dalam penulisan laporan ini. Oleh karena itu, data yang diperoleh
penulis merupakan data primer yaitu data yang diperoleh dari pengamatan
langsung dan data sekunder yaitu data yang dipercleh dan berbagai literatur
yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

3.3 Tahap Pengolahan Data
Hasil wawancara yang diperoleh baik secara lisan maupun dari data yang
ada kemudian diolah agar dapat dianalisis untuk menjawab permasalahan yang

ada.
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3.4 Tahap Analisis Data g
Keharusan bagi peneliti setelah mengumpulkan data adalah
menganalisisnya dengan menggunakan metode tertentu untuk dapat
menjawab permasalahan penelitian. Jenis metode analisis data ada dua
yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Maksud dari
kedua jenis analisis data yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi sebagai
berikut:
“Jenis data dapat diukur secara langsung atau lebih tepatnya
dapat dihitung adalah data kuantitatif, sedangkan data yang
diukur secara tidak langsung termasuk kualitatif”.(1984:66)
Penulis mengambil analisis data kuantitatif, yaitu pengumpulan
data yang dinyatakan dengan angka-angka kemudian dari data
tersebut dihitung banyaknya Wajib Pajak dengan status TK/0 yang
berpenghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp.
1.728.000,-. |

3.5 Tahap Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penulisan laporan ini
menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu
suatu cara untuk menarik kesimpulan yang dimulai dari adanya
gambaran-gambaran yang masih bersifat umum, berupa teori maupun
Undang-Undang yang digunakan sebagai dasar hukum, kemudian
ditarik garis lurus menjadi sebuah gambaran yang bersifat khusus.
Jawaban atas permasalahan tersebut merupakan kesimpulan dari
penelitian yang dilakukan penulis yaitu Proyeksi Pengaruh Biaya
Jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Bagi Pegawai Tetap
Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak

\
.

Pasuruan.
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IV. GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PASURUAN

4.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan

Adanya instansi perpajakan ditandai dengan dibentuknya suatu
Direktorat Jenderal Pajak yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang
bertugas di bawah kendali Menteri Keuangan yang pusatnya berada di
Jakarta. Di tingkat daerah juga telah dibentuk kantor-kantor wilayah di seluruh
Indonesia guna mefnpermudah administrasi dan pelayanan kepada
masyarakat. Di tingkat paling bawah yang langsung bersentuhan dengan
masyarakat adalah dengan adanya Kantor Inspeksi Pajak yang telah berganti
nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak di hampir seluruh daerah tingkat II di
Indonesia.

Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pasuruan tidak dapat
dilepaskan dari halhal yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam
perkembangannya, KPP Pasuruan telah beberapa kali mengalami perubahan
baik tingkat instansi maupun struktur organisasi. Dalam tingkat instansi,
sebelum berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pasuruan untuk daerah
Kotamadya dan Kabupaten Pasuruan, pada awalnya telah ada Kantor Dinas
Luar (KDL) tingkat II Pasuruan. Pada tahun 1988, KDL tingkat II Pasuruan
berganti menjadi Kantor Inspeksi Pajak (KIP) Pasuruan yang membawahi
daerah Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Pada tahun 1989, KIP Pasuruan
hanya membawahi daerah Kabupaten dan Kotamadya Pasuruan, karena telah
berdiri KIP Probolinggo untuk daerah Probolinggo dan Lumajang. Pada tahun
1990, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, KIP berubah menjadi Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) baik tipe A maupun tipe B. Untuk daerah Pasuruan, KIP
Pasuruan berubah menjadi KPP tipe B. Adapun maksud dari penggolongan

KPP adalah karena baik volume maupun potensi daerah dengan golongan

KPP tipe B mempunyai skala yang lebih kecil dibanding daerah lain.

15
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Pada akhirnya, berdasarkan Keputusan Menteri Kevangan nomor
306/KMK.04/1997 perihal Perubahan dan Pemberian Nomor Kode Kantor
Pelayanan Pajak, untuk beberapa kantor pajak telah ditingkatkan dan
disamakan menjadi tipe A termasuk KPP Pasuruan sehingga setelah tahun
1997 telah berubah statusnya.

Dani segi struktur organisasi, sewaktu bernama KDL tingkat II Pasuruan
merupakan wilayah kerja KDL tingkat I Probolinggo, yang secara struktur
berada dibawah naunéan KIP Malang. Sejak perubahan menjadi KIP Pasuruan
di tahun 1988, otomatis wilayah Pasuruan tidak lagi berada dibawah wilayah
kerja Malang, tetapi berdiri sendiri dan langsung berada dibawah kendali
Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur di Surabaya. Juga
sewaktu perubahan KIP menjadi KPP Pasuruan, secara struktural KPP
Pasuruan berada dibawah pengawasan Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal
Pajak yang berkedudukan di Surabaya.

Saat ini, KPP Pasuruan telah menempati gedung permanen bertingkat
dua milik Direktorat Jenderal Pajak yang diresmikan tahun 1997 berlokasi di
Jalan Panglima Sudirman No. 29, Pasuruan. Selain itu, tidak jauh dari lokasi
tersebut terdapat lokasi untuk Kantor Penyuluhan Pajak Pasﬁruan di Jalan
Panglima Sudirman No. 63, Pasuruan. Keseluruhan kegiatan operasional
perpajakan untuk daerah Kabupaten dan Kotamadya Pasuruan telah berjalan
baik di KPP Pasuruan sendiri telah dilengkapi berbagai peralatan dan sarana
yang memadai bagi terselenggaranya kegiatan operasional pelayanan pajak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 94/KMK.01/1994
tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi dan Tata Keja Direktorat Jenderal
Pajak maka kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak

Pasuruan adalah sebagai berikut:
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Kedudukan : s

1). Kantor Pelayanan Pajak adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal yang
berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor
Wilayah.

2). Kantor Pelayanan Pajak dipimpin oleh seorang kepala.

Tugas Pokok :

Kantor Pelayanan Pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional,

pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai,

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam

daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan

Direktur Pajak.

Fungsi :

1). pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan,
penggalian potensi pajak serta ekstensifikasi Wajib Pajak;

2). penatausahaan dan pengecekan surat pembentahuan tahunan serta
berkas Wajib Pajak;

3). penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan masa, serta
pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, pajak Penjualan atas Barang Mewah,
dan Pajak Tidak Langsung lainnya '

4). penatausahaan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan
restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;

S). verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan;

6). pengurusan pemberian Surat Ketetapan Pajak;

7). pengurusan tata usaha dan rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak.
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4.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas 5
4.2.1. Struktur Organisasi KPP Pasuruan

Struktur Organisasi menurut Gibson, Ivancevich, Dennelly adalah pola
formal aktivitas dan hubungan antara subunit organisasi. Modal organisasi
akan termasuk dua aspek struktur organisasi yang penting: desain pekerjaan
dan desain organisasi Dasain Pekerjaan dibuhungkan pada proses dimana
manajer menspesifikasikan isi, metode, dan hubungan pekerjaan untuk
memenuhi kepentingah organisasi dan individu. Desain Organisasi berkaitan
dengan struktur organisasi secara menyeluruh. (1996 : 18—-1'9)

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa KPP Pasuruan adalah
kantor dinas perpajakan di wilayah Kabupaten Pasuruan yang mempunyai
wilayah kerja Kabupaten dan Kotamadya Pasuruan dan termasuk KPP dengan
tipe A. Hal itu membawa arti bahwa tugas, tantangan, dan potensi perpajakan
di wilayah ini adalah sangat besar dan potensial. Struktur arganisasi KPP
Pasuruan sebagai KPP tipe A adalah sama dengan seluruh KPP tipe A lainnya
di Indonesia yang mempunyai bagian sebanyak 10 seksi yang dipimpin oleh
seorang kepala kantor. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan
adalah sebagai berikut:
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L}

Adapun perincian seksi-seksi tersebut adalah sebagai berikut:
Kantor Penyuluhan Pajak Pasuruan
Sub Bagian Tata Usaha
Seksi Pajak Penghasilan (PPh) Badan
Seksi Pajak Penghasilan (PPh) Perseorangan
Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh)
Seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya
(PTLL)
Seksi Penerimaan dan Keberatan
Seksi Tata Usaha Perpajakan
Seksi Penagihan

10). Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

Kesemua bagian tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi/Kepala Kantor Penyuluhan dengan tingkat eselon IV dan dibantu

oleh masing-masing 1 sampai 4 Kepala Sub Seksi / Kepala Urusan dengan

tingkat eselon V dan beberapa pelaksana. Adapun rincian dari tiap-tiap seksl
di KPP Pasuruan adalah sebagai berikut:
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*
Tabel 1:
Perincian Struktur Organisasi KPP Pasuruan
Eselon 1] Eselon IV EselonV Pelaksana
Kepala Kantor | Kepala Kantor Penyuluhan Pajak Kepala Urusan Tata Usaha 1 orang
Pelayanan Pasuruan
Pajak Pasuruan
Kepala Sub Bagian Tata Usaha *  Kepalaurusan Rumah Tangga 1 orang
*  Kepala Urusan Tata Usaha dan | 2orang
Kepegawalan "
¢ _ Kepala Urusan Keuangan 1 arang
Kepala Seksi Pajak Penghasilan (PPh) | Kepala Sub Seksi pengawasan 2 orang
Badan Pembayuaran Masa
*  Kepala Sub Seksi Verifikasi 5 orang
Kepala Seksi PPh Perseorangan e Kepala Sub Seksi Pengawasan 4 orang
Pembayaran Masa
*  Kepala Sub Seks: Verifikasi 3 orang
Kepala Seksi Pemotongan/ e Kepala Sub Seksi Pengawasan 3 orang
Pemungutan PPh Pembayaran Masa
»  Kepala Sub Seksi Venfikasi 3 orang
Kepala Seksi Pajak Pertambahan Nilai | ¢ Kepala Sub Seksi PPN Jasa dan 2 orang
(PPN) dan PTLL PTLL
» Kepala Sub Seksi PEN 2 orang
Perdagangan
. Kepala Sub Seksi PPN Industii 1 orang
» _ Kepala Sub Seksi Verifikasi 2 orang
Kepala Seksi Penerimaan dan [ ¢  Kepala Sub Seksi Tata Usaha dan 1 orang
Keberatan Restitusi Pajalc
s  Kepala Sub Seksi Keberatan PPh 1 orang
*  Kepala Sub Seksi Keberatan PPN 1 orang
¢ Kepala Sub seksi Rekonsiliasi 1 orang
Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan e Kepala Sub Seksi Pendaflaran 1 orang
Wajib Pajak
e Kepala Sub  Seksi Swat | orang
Pemberitahuan
e Kepala Sub Seksi Ketetapan dan | 4 orang
Kearsipan WP
Kepala Seksi Penagihan Kepala Sub Seksi Penagihan 2 orang
Kepala Sub BSeksi Tata Usaha 3 orang
Piutang Pajak
Kepala Seksi Pengolahan Data dan | «  Kepala Sub Seksi Data 1 orang
Informasi Masukan/Feluaran
* Kepala Sub Seksi Pengolahan 2 orang
Data dan Penyajian Informasi
e Kepala Sub Seksi penggalian 1 orang
Potensi Pajak Ekstensifikasi Wajib
Pajak
1 orang 10 orang 26 orang 5] orang

Sumber data ;: KPP Pasuruan

Dar data tersebut di atas diketahul bahwa total seluruh pegawai di KPP
Pasuruan adalah sebanyak 88 orang dengan perincian 1 orang eselon III, 10

orang eselon IV, 26 orang eselon V, dan 51 orang tenaga pelaksana.
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4.2.2 Uraian Tugas KPP Pasuruan

Adapun masing-masing bagian tersebut mempunyai tugas masing-
masing sebagaimana diuraikan dibawah ini :

(1) Kantor Penyuluhan Pajak Pasuruan

Mempunyai tugas melakukan urusan penyuluhan dan pelayanan
konsultasi dibidang perpajakan kepada masyrakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kantor

Penyuluhan Pajak mempunyai fungsi:

a. penyuluhan dibidang Pajak Penghasilan, Pajak  Pertambahan Nilai, Pajak
Penjualan atas Barang, danPajak Tidak Langsung Lainnya serta Pajak Bumi
dan Bangunan.

b. pelayanan konsultasi dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan
Nilai, Pajak Penjualan atas Barang, danPajak Tidak Langsung Lainnya serta
Pajak Bumi dan Bangunan. ‘

Kantor Penyuluhan Pajak terdiri dari:

a. Sub bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha,
kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

b. Kelompok Tenaga Fungsional Penyuluh Perpajakan, mempunyai tugas
melakukan penyuluhan dan pelayanan konsultasi dibidang perpajakan
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sub Bagian Tata Usaha.

Mempunyal tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian,
keuangan dan rumah tangga. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
tersebut diatas, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi
a. pengurusan tata usaha dan kepegawaian ;

b. pengurusan keuangan ;

c. pengurusan rumah tangga dan perlengkapan.
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Sub bagian Tata Usaha terdiri dari :
Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan

tata usaha, kepegawaian dan laporan.

Urusan Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

¢. Urusan Rumah Tangga, mempunyai tugas melakukan urusan rumah

tangga dan perlengkapan.

(3) Seksi Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Mempunyai tugés melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan

Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran

masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan

Pajak Penghasilan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana teréebut diatas, Seksi

Pajak Penghasilan Badan mempunyai fungsi :

a.
b.

pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Penghasilan;
penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Penghasilan Badan ;
penelaahan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa Pajak
Penghasilan Badan ;
verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan
Badan, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak melakukan Surat
Pemberitahuan. |

Seksi Pajak Penghasilan Badan terdiri dari
Subseksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan,
mempunyal tugas melakukan urusan pemantauan, penatausahaan
pembayaran masa, penelaahan, penyusunan laporan efektifitas
pembayaran masa, urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Badan.
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49
b. Subseksi Verifikasi Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas melakukan
urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak
Penghasilan Badan, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak
memasukkan Surat Pemberitahuan.

(4) Seksi Pajak Penghasilan (PPh) Perseorangan.

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan

Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran

masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan

Pajak Penghasilan Perseorangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi

Pajak Penghasilan Perseorangan mempunyai fungsi :

a. pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Penghasilan
Perseorangan ;

b. penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Penghasilan Perseorangan ;

c. penelaahan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa Pajak
Penghasilan Perseorangan ;

d. verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan
Perseorangan, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak
memasukkan Surat Pemberitahuan ; |

e. pengurusan fiskal luar negeri.

Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan terdiri dar :

a. Subseksi Pembayaran Pengawasan Masa Pajak Penghasilan Perseorangan,
mempunyal tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan
Surat Pemberitahuan serta memantau dan menyusun laporan efektifitas

pembayaran masa Pajak Penghasilan Perseorangan.
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b. Subseksi Verifikasi Pajak Penghasilan Perseorangan; mempunyai tugas
melakukan urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan
Pajak Penghasilan Perseorangan, Waijib Pajak yang tidak terdaftar dan
Wajib Pajak yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

(5) Seksi Pemotongan dan Pernungutan Pajak Penghasilan (PPh).

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan

Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran

masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan

Pemotongan dan Pemunguian Pajak Penghasian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi

Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai fungsi :

a. pemantauan dan penatauasahaan pembayaran masa atas pemotongan dan
pemungutan Pajak Penghasilan ;

b. penerimaan, penatausahan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa
atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan ;

c. penelaahan dan penyusunan laporan efektivitas pembayaran masa atas
pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan ;

d. verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan atas pemotongan
dan pemungutan Pajak Penghasilan, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan
yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

(6) Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan

Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan perkembangan

Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa, melakukan

urusan konfirmasi Faktur Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas

Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
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.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai fungsi
yaitu :

d.

pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Pertambahan
Nilai, Pajak Penjualan atas Barang mewah, dan Pajak Tidak Langsung
lainnya ;

penerimaan, penatausahaan dan penecekan Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas barang Mewah, dan Pajak
Tidak Langsung lainnya ;

penelaahan dan penyusunan laporan perkembangan Pengusaha Kena
Pajak dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilaj,
Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya :
konfirmasi Faktur Pajak ;

e. verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pengusaha
Kena Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan Surat
Pemberitahuan Masa.

Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

terdiri dari

a.

Subseksi Pajak Pertambahan Nilai Industri, mempunyal tugas melakukan
penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa,
memantau dan menatausahakan pembayaran masa, menelaah dan
menyusun laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan
Surat Pemberitahuan Masa serta melakukan konfirmasi Faktur Pajak pada
sektor Industri.

Subseksi Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, mempunyai tugas

melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat

Pemberitahuan Masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa,
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menelaah dan menyusun laporan perkembangan Pt;ﬁgusaha Kena Pajak
dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa serta melakukan konfirmasi
Faktur Pajak pada sektor Perdagangan.

Subseksi Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya,
mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penatausahaan dan
pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menatausahakan
pembayaran masa, menelaah dan menyusun laporan perkembangan
Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan Surat Pemberitahuan Masa serta
melakukan konfirmasi Faktur Pajak pada sektor Jasa dan Pajak Tidak
Langsung Lainnya.

Subseksi Verifikasi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Lainnya,
mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak
Langsung Lainnya, Pengusaha Kena Pajak yang tidak terdaftar dan yang
tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

(T) Seksi Penerimaan dan Keberatan.

d

Mempunyai tugas melakukan uwiusan tata usaha penerimaan, restitusi

an rekonsiliasi pembayaran pajak, penyelesaian keberatan dan perselisihan

perpajakan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi

Penerimaan dan Keberatan mempunyai fungsi :

a. rekonsiliasi dan pengolahan Surat Setoran Pajak ;

b

c.

d

e.

. penatausahaan penerimaan pajak ;
pengurusan restitusi ;
. penyelesaian keberatan pajak ;

penyelesaian perselisihan perpajakan.
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Seksi Penerimaan dan Keberatan terdiri dari :
Subseksi Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi, mempunyai tugas
melakukan urusan tata usaha, penyusunan laporan penerimaan pajak,
pembukuan restitusi, membuat register pemindahbukuan, mengolah dan
menatausahakan  bermacam-macam  penerimaan pajak = serta
mempersiapkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

- Subseksi Keberatan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas melakukan

urusan peyelesalan keberatan dan perselisthan pajak penghasilan
perseorangarn, badan dan pemotongan/pemungutan pajak penghasilan.
Subseksi Keberatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung
Lainnya, mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan
perselisihan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Subseksi Rekonsiliasi, mempunyai tugas melakukan urusan rekonsiliasi

penerimaan pajak, pengolahan dan penyaluran Surat Setoran Pajak serta

Surat Perhitungan Pajak.

(8) Seksi Tata Usaha Perpajakan

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wajib Pajak,

penerimaan dan pengecekan surat pemberitahuan tahunan serta penertiban

surat ketetapan pajak.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi

Tata Usaha Perpajakan mempunyai fungsi :

a.

pendaftaran wajib pajak;

b. penatausahaan penerimaan dan pengecekan surat pemberitahuan

tahunan,

c. pengurusan kearsipan berkas wajib pajak;

penyiapan bahan penerbitan surat ketetapan pajak.
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Seksi Tata Usaha Perpajakan terdiri dari :
Subseksi Pendaftaran Wajib Pajak, mempunyail tugas melakukan urusan
pendaftaran Wajib Pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.
Subseksi Surat Pemberitahuan Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan
penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Pajak.
Subseksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak, mempunyai tugas

melakukan urusan penerbitan surat ketetapan pajak dan kearsipan berkas
Wajib Pajak.

(9) Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pitang dan penagihan

Wajib Pajak. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas,

Seksi Penagihan mempunyai fungsi:

a.
b,

penatausahaan piutang pajak
penyiapan surat teguran dan pengurusan penagihan paksa.

Seksi Penagihan terdiri dari : :
Subseksi Penagihan, mempunyai tugas mempersiapkan teguran dan
melakukan penagihan paksa.
Subseksi Tata Usaha Piutang Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan
tata usaha piutang dan tunggakan pajak.

(10) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian

informasi, penggalian potensi perpajakan serta melakukan tugas ekstensifikasi

wajib pajak.

Untuk meneyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi

Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi :

a.
b.

C.

Pengumpulan dan pengolahan data
Penyajian informasi
Penggalian potensi pajak

d. Ekstensifikasi wajib pajak
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'
Seksi Pengolahan Data dan Informasi terdiri dari -

a. Subseksi Data Masukan dan Keluaran, mempunyal tugas melakukan
urusan tata usaha data masukan dan data keluaran serta mengecek
kelengkapan dan kebenaran formal data masukan dan data keluaran.

b. Subseksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi, mempunyai tugas
melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi.

c. Subseksi Pengga]ian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak,
~mempunyai tugas melakukan urusan penggalian potensi pajak dan
mencarn data untuk ekstensifikasi wajib pajak serta penyuguhan monografi
pajak.

4.3 Ulasan Tentang Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh
Sumber data utama dalam penulisan laporan ini adalah Seksi
Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan. Adapun uraian tugas dari
seksi ini adalah sebagai berikut :
Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai tugas
melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan
Masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan
verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pemotongan dan
Pemungutan Pajak Penghasilan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi
Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai fungsi :
a. pemantauan dan penatauasahaan pembayaran masa atas pemotongan dan
pemungutan Pajak Penghasilan ;
b. penerimaan, penatausahan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa
atas pemotongan dan pemungutan Pajak Pernghasilan ;

c. penelaahan dan penyusunan laporan efektivitas pembayargn masa atas

pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan ;
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-

d. verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan atas pemotongan
dan pemungutan Pajak Penghasilan, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan

yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

4.4 Permasalahan

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE-
45/P].43/1998 dengan tujuan untuk menyesuaikan biaya jabatan dan
Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan
moneter yang nantinya sangat berguna bagi Wajib Pajak yang digunakan
sebagai pengurang dalam menentukan besarnya Pajak Penghasilan pasal 21
terutang. .

Dengan adanya penyesuaian biaya jabatan dan PTKP diperkirakan
peneriman PPh pasal 21 berkurang sehingga penerimaan negara berkurang,
padahal penerimaan negara digunakan untuk kontinyuitas pembangunan
rakyat Indonesia serta untuk membiayail rumah tangga pemerintahan. Oleh
karena 1tu, menarik sekali apabila dirumuskan permasalahannya:
“Bagaimanakah Proyeksi Pengaruh Biaya Jabatan dan Penghasilan Tidak Kena
Pajak Bagi Pegawai Tetap Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Pada Seksi

Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan di KPP Pasuruan Tahun
1999/2000 ?"

4.5 Pembahasan

Sehubungan dengan perkembangan perekonomian dan moneter serta
perkembangan harga kebutuhan maka Direktorat Jenderal Pajak
mengeluarkan kebijaksanaan untuk menanggapi dan mengantisipasi situasi
krisis yang telah terjadi di Indonesia pada saat ini. Kebijakan Direktorat
Jenderal Pajak tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor:

SE-45/P].43/1998 yang memuat beberapa Keputusan Menteri Keuangan
dengan mengubah ketentuan terdahulu.
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Untuk mempermudah dalam pembahasan penulisan laporan ini, maka
diambil studi kasus / percontohan terhadap PT A. Sampel data yang diambil
oleh penulis adalah SPT Tahunan 1998 PT. A dengan jumlah pegawai sebesar
103 orang. Diasumsikan untuk penghasilan pegawai tetap tahun 1999/2000
belum ada kenaikan/tetap. SPT Tahunan PPh pasal 21 PT. A memuat;

1). Jumlah Pegawai Tetap Diatas PTKP 16 orang
Jumlah penghasilan bruto diatas PTKP Rp. 1.128.513.763,-
2).  Jumlah Pegawa:l Tetap dibawah PTKP 27 orang
Jumlah penghasilan bruto dibawah PTKP Rp. 42.055.374,-
3). Jumlah Pegawai Tetap 103 orang
Jumlah seluruh penghasilan bruto Rp. 1.170.569.137 -
Jumlah PPh 21 terutang Pegawai Tetap Rp. 217.604.932 -

Berdasarkan sampel data tersebut, penulis mengambil data untuk

wajib pajak dengan status Tidak Kawin tanpa tanggungan keluarga (TK/Q),

ternyata :
Tabel 2 :

SPT tahunan 1998 PT. A untuk wajib pajak dengan status TK/0
Keterangan Banyaknya WP Penghasilan Netto (Rp)
Penghasilan > Rp 1.728 000, - 35 114.792.818
Penghasilan < Rp. 2.880 000, - 23 47 834.589
Penghasilan > Rp. 2.880 000, - 12 66.958.229

Sumber data : Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh
catatan: penghasilan WP tersebut sudah dikurangkan dengan biaya jabatan

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya penyesuaian
blaya jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku mulai tanggal 1

Januari 1999 :
Jumlah subyek pajak dg. Penghasilan di atas Rp. 1.728.000,- 35 orang
Jumlah subyek pajak dg. Penghasilan di atas Rp. 2.880.000,- 12 orang

Jumlah subyek pajak dg. Penghasilan kurang dari Rp. 2.880.000,- 23 orang
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Dengan adanya penyesuaian biaya jabatan dan m tersebut jumlah
subyek pajak PPh pasal 21 yang semula berjumlah 35 crang berkurang
menjadi 12 orang.

Berkurangnya jumlah subyek pajak PPh pasal 21 akhirmya akan
mempengaruhi penerimaan PPh pasal 21. Hal ini dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :

Tabel 3 :
Penurunan Jumlah Subyek Pajak PPh pasal 21 PT. A Terhadap
Penerimaan PPh Pasal 21
Keterangan Banyaknya | Penghasilan Penghasilan PPl pasal 21
WP Netto Kena Pajak terhutang
(PKP) (10%)

1. Untuk Penghasilan> 35 114.792.818 54.312.818 5.431.281
__ Rp 1.728.000- |

2. Untuk Penghasilan> 12 66.968.229 32.208.229 3.229.822

Rp. 2.880.000,-

Sumber data: Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penerimaan PPh pasal 21
terhadap pajak penghasilan karyawan dengan status TK/O sebagai berikut -
Penerimaan PPh pasal 21

(Penghasilan > Rp. 1.728.000,-)  Rp. 5.431.281 -
Penerimaan PPh pasal 21

(Penghasilan > Rp. 2.880.000,-) Rp.3.229.822.-
Penerimaan PPh pasal 21 Rp. 2.183.459,-

Dari sampel data PT. A tersebut menggambarkan bahwa penyesuaian
dengan SE-45/P].43/1998
berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 21 di Seksi Pemotongan dan
sebesar Rp. 5.431.28] -
tetapi dengan adanya PTKP baru menyebabkan penerimaan PPh pasal 21
2.183.459.-. :
penerimaan PPh pasal 21 Seksi

blaya jabatan dan PTKP sesual ternyata

Pemungutan Pajak Penghasilan yang semula

berkurang sebesar Rp. Untuk  mengantisipasi terhadap

Pemotongan dan Pemungutan PPh KEP
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Pasuruan perlu dilakukan upaya agar penerimaan PPh pésal 21 tidak berubah
dan kalau bisa penerimaan PPh pasal 21 meningkat melampui target yang
direncanakan oleh Kanwil IX DJP Jawa Timur Tahun 1999/2000 sebesar
Rp. 6.071.300.000,- untuk semester 1.

4.6 Alternatif Pemecahan Masalah

Dari pengamatan yang dilakukan, upaya yang seharusnya dilakukan
oleh Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh di KPP Pasuruan ialah :
4.6.1 Intensifikasi Perpajakan

Maksud dari intensifikasi perpajakan di sini adalah peningkatan
penerimaan Pajak Penghasilan khususnya PPh Pasal 21 dengan cara
menggali atau memanfaatkan obyek pajak PPh Pasal 21 yang éelama ini belum
dikenakan PPh pasal 21 secara optimal. Intensifikasi terhadap penerimaan PPh
pasal 21 dilakukan dengan cara memeriksa obyek pajak PPh Pasal 2] vyaitu
dengan cara .
a. Menggali Data Ekstern

Data ekstern yaitu data yang berasal dari luar KPP Pasuruan yang
digunakan untuk melalkukan cross check (pemeriksaan) terhadap kebenaran
dalam penyampaian SPT.
Contoh :
Data mengenai tenaga kerja asing atau pegawal dengan status wajib pajak
luar neger yang atas penghasilannya dipotong PPh pasal 21/26.Tenaga kerja
asing merupakan obyek pajak PPh pasal 21/26 yang potensial karena apabila
dililhat gaji dar tenaga kerja asing cukup besar sehingga apabila
penghasilantersebut dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20 % (final) maka akan
menambah penerimaan PPh pasal 21/26 di KPP Pasuruan.
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Sedangkan upaya yang dapat dilakukan antara lz‘ﬁn !

1). Bekerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja mengenai tenaga kerja
asing yang bekerja di perusahaan di wilayah KPP Pasuruan,
2). Bekerjasama dengan pihak asuransi yang akan mengasuransikan tenaga
kerjanya jika data dari Departemen Tenaga Kerja kurang.

b. Meninjau Kembali Wajib Pajak Pemusatan

Wajib Pajak Pemusatan merupakan wajib pajak yang mempunyal
banyak kantor cabang yang tersebar di beberapa kota dan untuk
penghitungan PPh pasal 21— nya dilakukan di kantor pusat.

Untuk itu pihak KPP Pasuruan perlu meninjau kembali adanya Wajb
Pajak pemusatan, karena setelah 2 tahun pihak KPP Pasuruan di haruskan
melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan Wajib Pajak tersebut. Jika
ternyata diketahui bahwa kantor cabang tersebut melakukan pembukuan
sendiri maka pihak KPP Pasuruan akan mencabut ijin Wajib Pajak Pemusatan
terhadap kantor cabang yang mengakibatkan kantor cabang tersebut
merupakan Wajib Pajak KPP Pasuruan yang natinya akan menambah terhadap
penerimaan PPh pasal 21 di Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh KPP
Pasuruan.
c. Melakukan Akurasi Edit terhadap SPT Tahunan

Maksudnya yaitu Wajib Pajak terkadang salah dalam menghitung status
dalam tanggungan keluarganya dan memperhitungkan PPh terhutang yang
nantinya akan mempengaruhi besarnya PTKP dan berpengaruh terhadap
penerimaan PPh pasal 21.
4.6.2 Ekstensifikasi Perpajakan

Definisi ekstensifikasi perpajakan yaitu peningkatan penerimaan PPh
pasal 21 dengan menggali subyek pajak PPh pasal 21 yang baru yang belum
mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak. ‘
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Dalam ekstensifikasi perpajakan di sini, KPP Pasur;iah diupayakan lebih
giat dalam menjaring Wajib Pajak baru yang berada di kawasan KPP
Pasuruan.

Contoh :

Ekstensifikasi yang dilakukan Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
terhadap PT. Bank A membuktikan bahwa PT. Bank A sebelumnya tidak
terdaftar di KPP Pasuruan dan tidak mempunyai NPWP.
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"
1

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-
Undang, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan, tanpa mendapat imbalan
secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan
pemerintahan dan Pembangunan Nasional serta membiayai pengeluaran
umum pemerintah.

Berdasarkan sampel data yang diambil oleh penulis terhadap SPT
Tahunan PT. A untuk Wajib Pajak dengan status TK/O diketahui bahwa adanya
penyesualan biaya jabatan dan PTKP diproyeksikan dapat mempengaruhi
penerimaan PPh pasal 21 di KPP Pasuruan terbukti dengan berkurangnya PPh
pasal 21 yang terutang

Dengan adanya penyesuaian besarnya biaya jabatan dan Penghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai penjabaran dari pelaksanaan Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-45/P].43/1998 tanggal 30 Desember 1998
diproyeksikan mengakibatkan penurunan terhadap penerimaan PPh pasal 21
ci Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pasuruan.

5.2 Saran
Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan perlu melakukan upaya-upaya dalam

mengantisipasl penerapan Surat Edaran Nomor: SE-45/P].43/1998 tanggal 30
Desember 1998 agar penerimaan PPh pasal 21 meningkat, antara lain dengan:
5.2.1. Intensifikasi Perpajakan, dengan mengoptimalkan tentang:

a. Penggalian data ekstern

b. Peninjauan kembali Wajib Pajak Pemusatan

c. Akurasi edit terhadap SPT Tahunan Wajib Pajak.
5.2.2. Ekstensifikasi Perpajakan dengan mengotimalkan penggalian subyek

pajak PPh pasal 21 yang baru.

37
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Dirjen Pajak,

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP -
281/PJ /1998 Tentang Petunjulk Pelaksanaan
Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan
Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Gibson, Ivancevich, Donnelly, 1996, Organisasi Jilid 1, Jakarta,

Binarupa Aksara.

Hadi, Sutrisno, 1984, Metode Riset Jilid I, Yogyakarta, Fakultas

Psykologi UGM.

Majalah Berita Pajak No. 1397 /Tahun XXXII/15 Juni 1999.

Mardiasmo, 1995, Perpajakan, Yogyakarta, Andi Offset.

Pemerintah RI,

Pemerintah RI,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994
Tentang  Pajak  Penghasilan (Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3567). :
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN ICEBUDAYAAN RI.
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. {(0331) 335586 - 331342, Fax. 0331_ - 331342 Jember 68121
Email : fisipunej @ jember.wasantara.net.id

Nomor : 30726 'PT32 H6FISIP/17°08 Tember, 23 Dsember 1999
Lampiran 1 Lembar
Perihal . Pelaksanaan kegintan Magang
Kepada : Yth Kepala KPP Pasuruan
J1. PB. Sudirman No. 29
di. -
PASURUAN

Menindak lanjuti persetnjuan Surat saudara secara lisan melalui
mahasiswa dan memperhatikan surat Kakanwil 1X 1DJP Jawa
Timur No.5-831/WPI.09/BG.0102/1999 fertanggal 26 Oktober
1999 perihal persetujuan permohonan kegintan magang mahasiswa
D-M Perpujabian  Fakultas  Imu  Sosial  dan Ihnu Politik
Universitas Jember di Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan, maka
dengan ini- kami menugaskan mahasiswa uatuk welaksanakan
magang ( Surat Tugas Terlampir ) sesuar dengan jadwal.
Selanjutnya pengaturan  jadwal dan  pelaksanaan magang
sepenubnya kam: serahkan kepada saudara vesuai-dengan tata
tertib dan disiplin kerja ysng berlaku. Kami berharap selama
mnelaksanokan magang mahasiswa diberi kesempatan untuk
praktek disetiap seksi yang ada di KPP Pasuruan

Alas bantuan dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima
Kasih

30 531 992

Tembusan kepada :

I. Kepala Pusat Penyuluhan Pajak
Direklorat Jenderal Pajak. Jakarta

2. Kepala Kantor Wilayah 1IX DIP
Jawa Timur - di Surabava
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 331342 Jember 68121
Email : fisipunej @ jember.wasantara.net.id

Mamaov : 3086 PTH32.HG.FISIP/17'99

Dekan Fakultas mn Soesial dan ddmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada numa-nama di hawah ini :
No | Nama

i
R . S e
| ﬁllct!y Fajar Puspita | 97-1086 Ketua

NIM E i Keterangan

e e e e e ey

. e i ]
2 Aril Triwahyuni PoaT-1ps7 I Wakil Ketua '1
3 +Sri Wahy ur\i-.l'__:i_;u—- T B ﬁ“f"flﬂmi—:\;:l_»__gni 1 ;
| NS IOTNY, WV e S -
4 [ Agung Setya Adi YLl iRY Aaggoela
EVSTRVER! S o N B L
5  LUIUK TRFANIA D. 97-1130 inggota  +
Untuk mengzikutt #roperam Mapse . b Wnate e Pyluiyansaa Pajak

Pasuruan selama 11 satwe ) bulan terhiinng sejak tanggal 26 Januari
sampai dengan 26 Febyruavi 2000,

Selama melaksanakan begintan mugang Jdiwnjibkaa mengikuti tatn
terlih dan distplin kerja vang becluby di Kantar Pelayanan Pajak
Pasuruan. '

Demikian surat tugas iui dibwut wniuk dilskennnkan vrebagnimona

semestinya,

Jember. 2 8 OEC 1999

= /.’/--'“-“.;‘:_
_,r_k.-m;p, ¢ K,

\\\ u Vay :ﬂ“.' ol
A TR AR !
S lldea30 351 992

jpfyt yalk maw tugas
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Di SRR TABUNANBPY RASALL 05 Jdb ) HEpvuLe

A 9 ‘AI'ERHAITIAN : @ BACA BUKU PETUNJUK ® 151 DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK 1 7 2 ]

TAHUN TAKWIM

® BERITANDA X DALAM [](KOTAK) YANG SESUAI | ] ]

A NPWP PEMOTONG PAJAK IR [ [ S 1SN (SN [ [ A O | O [ 5 1. TGL. SPT
] Y] DISAMPAIKAN ...

B. NAMA PEMOTONG PAJAK 4 2. STATUS SPT I l

C. ALAMAT PEMOTONG PAJAK

KOTA/KODE POS } | I I N/K/L () | |

TELEPON / FAX :
D JENIS USAHA : 4. LAMPIRAN

KLU

E.  NAMA PIMPINAN : 5, KODE | | | l |

DIISI OLEH DINAS

F DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26
SEBAGAI BERIKUT

JUMLAH JUMLAH PPh PASAL 21726
GOLONGAN PEGAWALI PENERIMA PENGHASILAN TERUTANG
PENGHASILAN BRUTO (Rp)
(Rp)

(1) 2) (3) 4)

1 PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN
HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)
(DIISI DARI FORMULIR 1721-A)

2 PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN
PENCHASILAN  LAINNYA/PENERIMA  PENGHASILAN
YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/
PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
(DINSI DAR]I FORMULIR 1721-B)

3 JUMLAH (1+2)

L] PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG TELAH DISETOR . ...

5 STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)

6 JUMLAH (4+5)

7 a D PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (ANGKA 3 KOLOM 4 - ANGKA 6)

b. D PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGKA 6 - ANGKA 3 KOLOM 4)

JUMLAH PADA ANGKA 7a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL ...........oovvmrmimnironimsismsisasisssiesssssissn

G PERMOHONAN

PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 7b MOHON DIPERHITUNGKAN DENGAN PEMBAYARAN
PPh PASAL 21 UNTUK BULAN ..o TAHUN

H LAMPIRAN

SELAIN LAMPIRAN 1721- A, 1721 - Al ATAU 1721 -A2, 1721-B. DAN 1721-C. BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA

i D SURAT SETORAN PAJAK 4, D PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN/ATAU
ALAMAT

2 [] SURAT KUASA KHUSUS 5.

3 D LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM L e e e NP L P TR S A e B < B e,
HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI

1 PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTLAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA DERITAHUKAN DI ATAS
BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAY, DAN JELAS.

(] PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN

[ kuasa NAMA TERANG

-KP.PPh.32-98
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LAMPIRAN 1|

DI0ISpr TARGNAN PPH-PASAL 21195 J©

FORMULIR
”Mi@’@l - A

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA
PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN

TAHUN TAKWIM

HARI TUA (THT)
PATINENARE AN B
(NEL e all /Al ® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721 . I I ]
NAMA PEMOTONG PAJAK T R =t SO S SRUOR o . N
NPWP PEMOTONG PAJAK [ T O A O 1 0 A I |
A DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/THT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP
NO NAMA NPWP PENGHASILAN BRUTO PPh PASAL 2| TERUTANG
URUT (Rp) (Rp)
ih @) : 3) ) (5)
® JUMLAH » . ORANG
- YANG MEMPUNYAI NPWP » ... ORANG
- YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP ¥ ... ORANG
B. JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/
I'HT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK
MELERBIHI PTKP P i B e ORANG
C JUMLAH A+B e

CATATAN :

I PINDAHKAN JUMLAH ORANG PADA C KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (2)
2 PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (4) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (3)
3 PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (4)
4 JIKA RUANGAN FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

L LR B | no
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LAMPIRAN I-A LBR. | - UNTUK KPP

DI (SPT TAHUNAN BPh PASAL2E [{aS JefITT1 Soncran

LBR.3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 FORMULIR
PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN/ TUNJANGAN 1721 - Al
HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT) - -

- ® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A i TAHUN TAKWIM
[ AR VN K LANGAN B
B W A NDEAL PAJAR ® BERI TANDA X DALAM D (KOTAK) YANG SESUAI | | I
A NOMOR URUT
B. NAMA PEMOTONG PAJAK : e R e — e (. ETRS T T T T

C. NPWP PEMOTONG PAJAK |__] I l l I I I I I u |_]_LI

L ALAMAT PEMOTONG PAJAK
E NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUNATHT & s S— e T

AT e L L L) o L

G ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT

H JABATAN e eeirarut e S e S o TR R 546535 e PebaBERSE
| STATUS DAN JENIS KELAMIN ‘:] KAWIN D TIDAK KAWIN [:I LAKLLAKI [] PEREMPUAN
1 JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/ T i
h MASA PEROLEHAN PENGHASILAN A D :
L RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGA| BERIKUT (DALAM RUPIAH)
® PENGHASILAN BRUTO
I GAJUPENSIUN/THT ... R TP P PP v oy 1 .
2 TUNJANGAN PPh frae AT AV o 11 1 B e e ko Sy oo 1 7o 2 ;
3| TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB 3
4| HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA . ... - 4
5 PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA ... g 5
6 | PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG | 6
DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 1..ooooooooiiiiii oo
7| JUMLAH (1 5.D 6) R S, R 44 VROt A 55550 7
8| TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSL DAN THR Looooiiiivinmioriionoioscooioomimamssssssssescesnsmssssssesssee oo [l
9, | AR PENCHASILAN BRUTTO! B it s O e s 555 AR Ao 9
® PENGURANGAN
10 BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7 ... 10
11| BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8 ... | 11
12 [ IURAN PENSIUN, IURAN THT | oo ossnnesseresissscsns | 12
13 | JUMLAH PENGURANGAN (10+ 11412) o : 13
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
14| JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13) oo 14
15 | PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA 15
16 | JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN
PP PASAL 21 (SETAHUNDISETAHUNKAN] .oooocicooeooooisnnreeeesssrsse s issseess oo oessrec s ssssssese oo 16
1 | PENGHASHEAN TIOAK RENA BRI TTIEPYL i cisvc o ixssmmamsseseiivsississvsuseisiiiiissboisesisaisisiesasisbbotssssssssss icasiissoiiassdiias 17
18 | PLNGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17) .. ... S siassi s T e oot 18
19 | P PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN....c.c.ooooooovoomoeoinire 19
20 | % PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNY A ... oo oo oo 20
2| P PASAL 20 TERUTANG i e | DR T S 21
22 | P PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAST ..o v n
[] a YANG KURANG DIPOTONG (21-22)
23 | JUMLAM PPh PASAL 21 23
[C] v YANG LEBIN DIPOTONG (22:21)
24 JUMLAM TERSEBUT D a DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN ...l TAHUN
PADA ANGKA 23 24
TELAH [] v DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN _..ooooccc JTAHUN .........
M [C] PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN e R ;N
L ] |y, —
[ xuasa NAMA TERANG

CATATAN : FORMULIR INI DAPAT DIPERBANYAK SESUAI DENGAN KEPERLUAN
KPPPh322-98
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LAMPIRAN I-B LBR I : UNTUK KPP

Di SRR TREYNAN PRl RASAL21S 1as JgIHDakumwmio
LLBR3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 FORMULIR
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ABRI, PEJABAT 1721 - A )
NEGHWRA, DAN PENSIUNANNYA -
® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A { TAHUN TAKWIM
SIASATOBAL RNDERAL TS ® BERI TANDA X DALAM [ (KOTAK) YANG SESUAI F

PERHATIAN : PEMOTONG PAJAK SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAIL PT TASPEN, T ASABRI TIDAK PERLU MENYAMPAIKAN LAMPIRAN INI

>

NOMOR URUT
B NAMA INSTANSI/BADAN LAIN
€ NAMA BENDAHARAWAN o : Lo A
D. NPWI BENDAHARAWAN ) : |_J I | I I | | [ I |_]
E. ALAMAT BENDAHARAWAN : o RO N S U — Y "
F. NAMA PEGAWAV PENSIUNAN
NIP/NRP e ol N o
G. NPWP PEGAWAL PENSIUNAN |_| I | l I l l | k [_] | J [ I
H ALAMAT PEGAWAL PENSIUNAN ; ==
I. PANGKATIGOLONGAN

1 JABATAN e, gl :
K STATUS DAN JENIS KELAMIN ) D KAWIN D TIDAK KAWIN |:] LAKI-LAKI D PEREMPUAN
L JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP {57 TR
M MASA PEROLEHAN PENGHASILAN B e S e 5:Di
N RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT

®  PENGIASILAN BRUTO
I GAJI POKOK/PENSIUN g conliii : . ity
2 TUNJANGAN ISTER | iy
) TUNJANGAN ANAK o i | ! ) ! as g RO S g
1 JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1+2+3) ... .. - 4 ‘ R rcsiacm s
3 TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN | .. - : e Kp
6 IUNJANGAN STRUK TURALFUNGSIONAL ! Wy
1 TUNJANGAN BERAS ! - iy
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1w JUMLAH(4SD.9) m

. PENGURANGAN
i BIAYA JABATANDBIAYA PENSIUN ‘ - p
12 IUKAN PENSIUN ... .. r e <AL T - Ry
1) SUMLAH PENGURANGAN (11412) oo _— : o) m

® PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
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16 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) oo - . . R’p
i PENGHASILAN KENA PAJAK (15-16) .. oo PRFR T Ry
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SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR
b

er
1721-B

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN
PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN
PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK

LUAR NEGERI

5

TAHUN TAKWIM

N0 IS0 e

® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

A. NAMA PEMOTONG PAJAK
B. NPWP PEMOTONG PAJAK

8 . (R (S O [ N O [y g O |

C. RINCIAN GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21/PASAL 26 TERUTANG SEBAGAI BERIKUT :

No

GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN

PENGHASILAN BRUTO
(Rp)

PENGHASILAN SEBAGAI
DASAR PENERAPAN
TARIF
(Rp)

PPh PASAL 21 ATAU
PPh PASAL 26
TERUTANG
(Rp)

(]

(2)

(3)

(4)

(5)

[

* PPh PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL

PEGAWAI HARIAN LEPAS DENGAN UPAH
HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN,
HONORARIUM DAN  IMBALAN LAINNYA
YANG  JUMLAH  HONORARIUM DAN
IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIHITUNG
ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG
INPAKAL SEBANYAK v ORANG

PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMAGANG, DAN
CALON PEGAWAI, SEBANYAK
ORANG

PENERIMA HONORARIUM, UANG SAKU. HA-
DIAH ATAU PENGHARGAAN. KOMISI, BEA
SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG
JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR
BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN
UNTUK  MENYELESAIKAN JASA  ATAU
KEGIATAN, SEBANYAK ... ORANG

KOMISARIS/ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI
PEGAWAI TETAP, SEBANYAK ......... ORANG

MANTAN PEGAWAI, SEBANYAK
ORANG

PESERTA PROGRAM PENSIUN. SEBANYAK

TENAGA AHLI SEBAGAIMANA DIATUR
DALAM  PETUNJUK PEMOTONGAN  PPh
PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 (PENGACARA,
AKUNTAN. ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN,
NOTARIS, PENILALL. DAN  AKTUARIS),
SEBANYAK ... ORANG

* PPhPASAL 21 BERSIFAT FINAL

PENERIMA  UANG  PESANGON, UANG
TEBUSAN PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA
ATAU  TABUNGAN HARI TUA YANG
DIBAYARKAN SEKALIGUS, DAN HADIAH
ATAU PENGHARGAAN  PERLOMBAAN,
SEBANYAK ... ORANG

PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI DAN
PETUGAS PENJAJA BARANG DAGANGAN
(BUKAN PEGAWAI TETAP), SEBANYAK ..........
ORANG

PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
ANGGOTA  ABRI, DAN  PENSIUNAN,
SEDANYAK ORANG

* PPh PASAL 26

PEGAWAI/PEMBERI JASA DENGAN STATUS
WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG ATAS
PENGHASILANNY A DIPOTONG PPh PASAL 26.
SEBANYAK ... ORANG

12,

JUMLAH ISD. 01 .. ORANG

L S5

CATATAN ; i
PINDAHKAN ANGKA 12 JUMLAH | S.D. 11 ...0.. ORANG) PADA KOLOM (2) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (2):
PINDAIHKAN JUMLAH PADA KOLOM (3) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (3);

PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (4).

KPPPh124-98
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DEPARTEMEN KEUANGAN IEVTBLIK iNGONESIA
DIREKTORAT_' JENDERAL PAJAK

JI. JEND. GATOT SUBROTQO 40-42
JAKARTA 12190

TELEPON : 625-1609/525-02008
TELEX  :62324 KPDJP 1 A

KOTAK POS NO. 124 JAKARTA 10002 . FAX : 573-4794
Yih. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP; ' 30 Desemher 1998
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kanlor Pemeriksaan dan
Penyidilkan Pajak.
4. Para Kepala [Canlor Penyuluhan Pajal;
di
Seluruh Indonesia
SURAT - EDARAN
Homor ¢ SE- A5 [PJ.A3/1998
Ial . Penganlar Keputusan Direktur Jenderal

Pajak Momor: KEP-281/PJ./1958

"
Sehubungan dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta petkembangan
harga kebuluhan pokok maka lelah diterbilkannya beberapa Kepulusan Menleri
Keuangan yang mengubah beberapa ketenluan terdahulu, seperti:
1. Kepulusan Menleri Keuangan MNomor: 361/KMIC.04/1998 langgal 27 Juli 1998
tentang Faktor Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
Perubahan PTKP dimaksud adalah sebagai berilkut : '

No PTIE untuk , Semula Menjad

a.  Wajib Pajak sendiri Rp. 1.728.000,00 Rp. 2.880.000,00
b.  tambahan Wajiby Pajak kawin Rp.  8641.000,00 Rp. 1.440.000,00
c. lambahan karena isleri bekerja Rp. 1.7286.000,00 Rp. 2.880.000,00
d.  keluarga sedarah dan semenda Rp.  BB4.000,00 Rp. 1.440.000,00

dalam garis kelurunan lutus,
malssimum 3 orang

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 462/ICMIC.04/1998 langgal 21 Oklober 1998
tenlang Pemoctongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Bersifal Final Alas
Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Tertenlu:

No Jenis Penghasilan sSaiila Menjadi
a.  ladiah dan Penghargaan 15% 15%

perlombaan

b. Honoratium atau komisi yang 10% 10%
dibayarkan kepada penjaja
barang dan Pelugas Dinas Luar
asuransi

c.  Penghasilan brulo dari uang 10% 10%
tebusan pensiun dan pesangon
sampai dengan
Rp.25.000.000,00

d.  Penghasilan bruto dari uang 15% 15%
tebusan pensiun dan pesangon
diatas Rp.25.000.000,00

e.  Penghasilan brulo uang tebusan s.d. Rp.5.184.000,00 €.d. Rp.8.640.000,00
pensiun lidak dipolong PPh Pasal
21

. Penghasilan bruto uang s.d. Rp.5.184.000,00 s.d.Rp, 17 280.000,00
pesangon lidak dipotong P
Pasal 21

3%


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repc ry Universitas Jember

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 520/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 19_98
tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian
dan Mingguan Serta Pegawai “iZak Telap Lainnya Yang Tidak Diienakan
Pemotongan Pajak Penghasilan;

Jenis Penghasilan Semula Menjadi

a. Upah Harian yang tidak s.d. Rp. 14.400,00 per hari  s.d. Rp. 24.000,00 per hari
dipotong PPh Pasal 21

b.  Batas penghasilan bruto tidak melebihi tidal melebihi
untuk dapat diberikan Rp.144.000,00 Rp.240.000,00
PTKP harian. per bulan per bulan

4. Keputusan Menteri Keuangan Namor: 521/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998
tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dilkkurangkan Dari
Penghasilan Bruto Pegawai Teiap alau Pensiunan.

Jenis_Pengurang Senwla : Menjadi
1. Biaya Jabatan 5% x Pengh. Bruto 5% x Pengh. Brulo
maks. Rp. 648.000,00 per thn, maks.Rp.1.296.000,00 per (hn
alau Rp.54.000 per bulan Alau Rp.108.000,00 per bulan
2. Biaya Pensiun 5% x Pengh. Brulo 5% x Pengh. Brulo
maks. Rp.216.000,00 per thn. malks.Rp.432.000,00 per thn.
Atau Rp.18.000,00 per bulan Alau Rp.36.000,00 per bulan

Guna menampung perubahan-perubahan dalam Keputusan Menleri IKeuangan
lersebut maka dipandang perlu untuk mengganti KKeputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor: KEP-02/PJ./1995 tanggal 9 Januari 1995 tentang Petunjuk Pemolongan PPPh
Pasal 21 dan Pasal 26 sebagaimana telah disempurnakan dengan KEP-30/PJ./1995
tanggal 31 Maret 1995.

Berkenaan dengan hal tersebut telah diterbitikan Keputusan Direklur Jenderal
Pajak Nomor: KEP-281/PJ./1998 tanggal 28 Desember 1998 tentang Pelunjuk
Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan
Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegialan Orang Pribadi, yang
mulai berlaku tanggal 1 Januari 1999,

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara dalam pelaksanaannya.

Tembusan :
1. Sekretaris Direktoratl Jenderal Pajak
2. Para Direktur dan Kepala Pusat

di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

SE - Pengantar KEP DUP 281
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